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Drainase)
Lokasi Penelitian : Desa Liang

No Pertanyaan Jawaban Informan

1. | Apa saja tujuan | Aparat desa : Aparat
dan manfaat dari Desa Liang
adanya Dana | Masyarakat desa : kalau ditanya tentang | dan
Desa di Desa | manfaat dana desa sudah pasti banyak yah, | Masyarakat
Liang tapi kita sendiri tuh kurang tau. Tapi ada | desa liang

kok salah satunya itu ada penerimaan
bantuan BLT setiap bulannya untuk
masyarakat yang membutuhkan, kadang
ada yang berupa uang ada juga yang beras
juga sama telur gitu.

2. | Berapa jumlah | Untuk dana desa per tahun 2024 di desa | Aparat
dana desa di | liang sendiri sebesar Desa Liang
desa liang per | Rp 1.786.986.000 dimana dalam 1 tahun
tahun 2024 serta | ada 2x tahap penyaluran angaran dari
bagaimana tahap | kabupaten yang masuk dalam rekening
penyalurannya | negeri. Tahapan pertama yaitu sebesar

Rp 913.689.600 dan tahapan ke2 yaitu
sebesar Rp 873.296.400

3. | Apakah semua | Untuk perencanaan sendiri tidak hanya | Aparat
aparat desa | aparat desa, akan tetapi kami mengundang | Desa Liang
terlibat  dalam | seperti para saniri, ketua rt dan rw, tokoh
perencanaan pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat,
pengelolaan tokoh agama dll. perencanaan terdiri dari 4
dana desa atau | yaitu tahapan politik (Saniri), tahapan
ada tim | demokrasi yang dilihat secara ilmiah
tersendiri  yang | (dengan  membedakan  apakah ini
dibentuk kebutuhan atau keinginan), tahapan




partisipatif dengan mengumpulkan
stakeholder (pemangku kepentingan di
negeri) seperti ketua RT, RW, tokoh
agama, tokoh Masyarakat dll, dan tahap
terakhir yaitu top down dan button up
(perencanaan atas dasar pengamatan
pimpinan). Semua di bahas di dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa (MUSRENBANG Des) tentang
perencanaan dana desa dan akan dipililih
skala proritas oleh stakeholder dan tim
sebelas untuk menentukan tentang mana

yang lebih urgent dan dilaksanakan

terlebih dahulu.
Apakah ada | Aparat desa : tidak ada. Semua biaya dan | Aparat
papan informasi | semuanya dijelaskan di saat | Desa Liang
kepada MUSRENBANG Des dilaksanakan. dan
Masyarakat Masyarakat
mengenai Masyarakat desa : setahu kami yah tidak | desa liang
perencanaan ada, dulu ada saat kantor desa masih di
yang akan | kantor lama. Sekarang ini 4 tahun terakhir
dilaksanakan memang tidak ada, mungkin tambah

masyarakat banyak juga yang tidak terlalu

mengikut hal tersebut jadi juga tidak

mencari tahu.
Pengelolaan Kalau dilihat dari secara nasional semua | Aparat
dana desa ini | ini di atur oleh kementrian desa, semuanya | Desa Liang
lebih di | di atur dari sana. Sekian % untuk
prioritaskan pemberdayaan, sekian % untuk
untuk pembangunan, sekian % untuk gaji semua (
pemberdayaan anggaran kerja) seperti posyandu dll.
atau Semuanya mwmang sudah di atur dari
Pembangunan sana, kita hanya menyesuaikan.
infrastruktur. Kalau berbicara drainasse itu sendiri,
Bagaimana Pembangunan drainase ini  gunakan
dengan Masyarakat di sekitar Pembangunan biar 2
Pembangunan aspek langsung jalan. 1 pembangunan
drainase? infastruktur ke2 pemberdayaan

Masyarakat. Biar mereka yang kerja dan
mereka juga yang dibayar, kenapa mereka?
Karena pembangunan ini di daerah yang
pastinya mereka akan buat sebaik mungkin
karena mereka yang akan menikmati akan
hasilnya.




6 | Apakah Tidak. Faktanya, anggaran Yyang di | Aparat
anggaran yang | anggarkan  kurang  karena  adanya | Desa Liang
terealisasi sesuai | perubahan pada pembuatannya dan
dengan yang | perbedaan harga material dari yang telah di
telah di | anggarkan.
anggarkan?

7 Berapa J umlah Tabel 1. 5 Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pengadaan Drainase Aparat
anggaran untuk No | Jenis Jumlah Desa Liang
pembuatan 1 g:a;rjig g;lal;asional 121&;&52,1;%1?0%000
drainase?

2 | Upah Rp 49.600.000
3 Biaya Tambahan | Rp 8.280.000
Jumlah Rp 109.280.000
Sumber : Kantor Desa Liang (2025)

8 | Mengapa Pembangunan drainase ini  gunakan | Aparat
Masyarakat Masyarakat di sekitar Pembangunan biar 2 | Desa Liang
sekitar aspek langsung jalan. 1 pembangunan
Pembangunan infastruktur ke2 pemberdayaan
drainase  yang | Masyarakat. Biar mereka yang kerja dan
menjadi kuli | mereka juga yang dibayar, kenapa mereka?
untuk Karena pembangunan ini di daerah yang
Pembangunan pastinya mereka akan buat sebaik mungkin
drainase ini? karena mereka yang akan menikmati akan

hasilnya.

9 | Apakah ada | Aparat desa Tidak ada, dari desa | Aparat
sosialisasi mengharapkan perpanjangan tangan dari | Desa Liang
terkait anggaran | para tokoh dan tamu yang di undang dalam | dan
yang akan | MUSRENBANG Des tersebut. Masyarakat
digunakan? desa liang

Masyarakat desa : untuk sosialisasi kami
sendiri pun tidak tahu, tapi saat ada saniri
yang survei ke daerah masing-masing,
masyarakat pasti akan menguulkan apa
yang di inginkan. Hasil survei tersebut
yang akan dijadikan list untuk perencanaan
pembangunan yang akan dikerjakan

10 | Apakah Pembangunan drainase ini  gunakan | Aparat
Masyarakat ikut | Masyarakat di sekitar Pembangunan biar 2 | Desa Liang
berpartisipasi aspek langsung jalan. 1 pembangunan | dan
dalam infastruktur ke2 pemberdayaan | Masyarakat
pelaksanaan Masyarakat. Biar mereka yang kerja dan | desa liang

Pembangunan

mereka juga yang dibayar, kenapa mereka?




drainase ini?

Karena pembangunan ini di daerah yang
pastinya mereka akan buat sebaik mungkin
karena mereka yang akan menikmati akan
hasilnya.

11 | Apa saja | Tantangan dan kendala ada 2, pertama | Aparat
kendala dan dan | karena iklim atau cuaca dan yang ke 2 | Desa Liang
tantangan yang | karena ulah manusia. Disana itu karena
dihadapi dalam | juga tempat saluran air juga, jadi proses
proses Pembangunan itu terhambat sediki disitu
pelaksanaan
Pembangunan
drainase ini?

12 | Bagaimana Untuk laporan petanggung jawaban sendiri | Aparat
proses masih sesuai dengan regulasi masih tetap | Desa Liang
pencatatan dari | sama, untuk pelaporan di dalam satu tahun
dana desa ini? | tetap menyesuaikan dengan anggaran
Pemasukan dan | transfer . anggaran transfer masuk per
pembukuan? triwulan berarti pelaporan juga sesuai

dengan anggaran transfer yaitu per
triwulan. misalkan ADD masuk 1 tahap
berarti pelaporan juga sesuai dengan
tahapan tersebut. begitupun dengan DD
akan tetapi regulasi di dalam pelaporan
untuk LPJ, laporan pertanggung jawaban
dana desa maupun alokasi dana desa itu
ada 2 tahapan, yakni laporan realisasi yang
pertama dan laporan realsasi yang ke 2
yaitu Ipj

13 | Apakah ada | Tidak ada Aparat
pihak pihak Desa Liang
tertentu  untuk
memberikan
pembinaan
terhadap
pencatatan ini

14 | Siapa saja yang | Bagian keuangan desa Aparat
terlibat  dalam Desa Liang
Menyusun
laporan dana

desa




15 | Apa saja | Terkadang beberapa kendala seperti hasil | Aparat
kendala dalam | pencatatan yang ada di papan proyek atau | Desa Liang
Menyusun semisalnya yang di ambil dalam bentuk
laporan foto dari handphone bisa saja hilang karena

terhapus atau handphone yang mengalami
gangguan

16 | Apakah desa | Tidak ada, tetapi yang biasa mengawasi | Aparat
memiliki BPD semua hal tentang ini adalah Saniri. Desa Liang

17 | Apakah BPD | Yang mengawasi semua kegiatan yang | Aparat
mengawasi berkaitan dengan program kerja desa yang | Desa Liang
pengelolaan berkaitan dengan dana desa dalam semua
dana desa ini? hal adalah Saniri

18 | Bagaimana cara | Pengawasannya dimulai dari  proses | Aparat
BPD mengawasi | perencanaan yang dituangkan dalam | Desa Liang
pengelolaan musyawarah desa,kemudian proses
dana desa ini? pelaksanaan yang dilakukan oleh desa

sampai  dengan  proses  pelaporan
pertanggungjawaban pemerintah  negeri
selama kegiatan pembangunan

19 | Bagaimana Masyarakat 1 : Desa perbaikin selokan itu | Aparat
tanggapan bapak | bagus sih, kalau tidak pas hujan tuh Kita | Desa Liang
ibu tentang | pada gabisa keluar karena selokan awalnya | dan
Pembangunan tuh kan pendek, kadang sampah sisa jajan | Masyarakat
drainase ini? bocil tuh dibuang ke selokan pas hujan | desa liang

airnya ga ngalir jadi meluap semua isi
selokannya ke jalan.

Masyarakat 2 : Dengan diperbaikin selokan
itu bagus sih, soalnya kalau hujan
pengaruh selokannya yang rendah itu
airnya jadi keluar meluap ke jalan juga.
Hasilnya jalannya jadi ikut tergenang dan
keringnya tuh lama banget, jadinya jalan di
sekitar sini banyak yang rusak pengaruh
sering tergenangnya air yang meluap
akibat rendahnya selokan.

Masyarakat 3 : Waktu selokan awal tuh
aliran airnya gabaik yah, salah satu
masalhnya itu air yang tergenang di
dalamnya jadi sarang nyamuk. Hasilnya
kalau hujan tuh banyak banget nyamuknya,




takut aja anak-anak pada kena malaria
nanti. Tapi alhamdulillah deh sudah
diperbaikin.
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